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PRESIDEN
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

: a, bahwa dengan dihidupkannja kemball Padjak Masuk jang

No. £ 3/ TAHUN 1967.

KAMI, PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

diatur dalam pasal 27 Undang-undang Padjak Pendjualan

tahun 1951 atas barang-barang jang diimpor. Sumbangan f
atas Barang Mewah ssperti jang ditetaplian dalam Kepu - g
tusen Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Konand;
Tertinggi Operasi Ekonomi No.51/KOTOE Tahun 1964 sudah

akarn tertampung didalamnjsa.

bakwa mengingat akan apa jang tersebut diatas, demikianm
puls sepandjang mengenai pungutan-pungutan dalam usaha f
memurnikan pelaksanaan Undang-undang Dagar 1945, perlu §

menindjau kKembali Keputusan Presiden Republik indonesiq

Panglima Besar Komando Dertinggi Operasi Ekonomi No,51/

KOTOE Tahun 1964 tentang Sumbangan Barang Mewah jang

pada dasarnja tidak sesuail dengan Jang ditsntukan dalag

Undang—undang Dasar 1945,

pasal & ajat 1 jo. pasal 23 ajat 2 Undang-yndang &
Dasar 1945 ; f,~

Ketstapan M.P.R.S. No. mru/mpns/l%’i .

Keputusan Presiden Republik Indonesia No,.171l Tahun 1967

MEMUTUSKAN:

KEEBUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEN -
TJABUTAN BERLAKUNJA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK -
INDONESIA PANGLIMA BESAHR KOMANDO TERTINGGI OPERASI-

EKONOMI NO.51/KOTOE/L964 ATAS PEMASUKAN DAN PENJE -
RAJIAN DARANG MEWAIH.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1,

Mentjabut lLerlakunja Keputusan Presiden Republik Indo-
nesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No.51
KQOTOE Tahun 1964 tentang Sumbangan atas Pemasukan dan Penje-
rahan Barang Mewah.

Pasal 2,

Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku
pada tanggal 1 Djanuari 1968.
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Ditetapkan di D J A KA RT A
; Pada tanggal, «f Decermdin {f'( :
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§ ' PD PRESIDEN REFUALIK INDONESIA
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- PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENDJELASAN

3
ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO, Z 3/ TAHUN 1967,

O MU M

2 Dengan dihidupkannja kembali- PadJak Masulk Jang diatur dalam pasal 27
”-Undang-undang Padjak Pendjualan 1951 atas barang2 - jang diimpor, maka

- dengan sendirinja pungutan atas bareng? mewah jang diimpor seporti

. jang diatur dalam Keputusan Presiden Republik- Indoneaia/Panglima Besar
@ komando Tertinggi Operasi Bkonomi dapat sepenuhnja- ditampu.ng

Dengan demikian dilihat dari segi budget Negara maka pentjabﬁtan
berlakunja Ketentuvan tentang Sumbangan Barang Mewah seperti Jang di-
waksudkan itu tidak mempunjai sesutau pengaruh, bahkan dari segi kon-
gtitugionil adalah baik sekali, karena dengan demikian dapat menjesuai-
kan dengan sjerat-sjarat seperti dinjatakan dalam pasal 23 ajat 2
ﬁndang—undang Dasar 1945, dalam pasal mana ditetapkan bahwa pelaksanaan
pungutan-pungutan harusiah dilakukan berdasarkan Undang-undang.

-PASAL DEMI PASAL,

Tjukup djelas,




